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 A B S T R A C T  

Accountability is based on the need for an individual or entity to be able to 
express their anger over any day-to-day currency actions, decisions, or ex-
penses that relate to them. Recognition is essential in the context of oil as-sets 
and natural resources to ensure that proper management and utiliza-tion are 
carried out. The study aims to provide an understanding of an ac-countability 
practice for managing Lantung assets (natural resource assets). This research 
uses an interpretive paradigm and qualitative method with Combination of 
Literature Study and Netnography Approaches. The re-sults of the study 
provide an understanding of accountability practices in-dicating that 
companies take various steps to secure their position from var-ious threats 
while maintaining their "power" The ghost shopping strategy by companies 
has yielded results in the pricing of Lantung. The interpreta-tion of agency 
theory as an accountability performance drama seeks to pre-sent capitalist 
values to the audience to remain focused on the appearance of accountability 
presented through financial statements (accounting prod-ucts). Finally, the 
values of capital (again) give legitimacy to decision-makers to stand on these 
capitalist values. 
 

 A B S T R A K  

Akuntabilitas didasarkan pada kebutuhan individu atau entitas untuk dapat 
mengekspresikan kemarahan mereka atas setiap tindakan, keputusan, atau 
pengeluaran mata uang sehari-hari yang berhubungan dengan mereka. 
Pengakuan sangat penting dalam konteks aset minyak dan sumber daya alam 
untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat dilakukan. 
Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman praktek akuntabilitas 
pengelolaan asset Lantung (asset sumber daya alam). Penelitian ini 
menggunakan paradigma interpretif, metode kualitatif dengan kombinasi 
pendekatan studi pustaka dan netnografi. Hasil penelitian mem-berikan 
pemahaman mengenai praktek akuntabilitas mengisyaratkan perus-ahaan 
mengambil berbagai langkah untuk mengamankan posisinya dari berbagai 
ancaman sekaligus mempertahankan “kuasa” yang dimilikinya. Strategi ghost 
shopping oleh perusahaan membuahkan hasil terhadap penetapan harga 
Lantung. Pemaknaan teori keagenan sebagai sebuah drama pertunjukan 
akuntabilitas, berupaya menyuguhkan nilai-nilai kapitalis kepada para 
penonton untuk tetap fokus pada penampilan akuntabilitas yang disajikan 
melalui laporan keuangan (produk akuntansi). Akhirnya nilai-nilai kapitaslis 
(kembali) memberikan legitimasi kepada pada pengambil keputusan untuk 
berpijak pada nilai-nilai kapitalis tersebut. 
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1. PENDAHULUAN 

Pertunjukan sejarah penemuan minyak bumi1 (Lantung2) sebagai salah satu aset sumber daya alam 
mengisyaratkan semakin besarnya peran kaum kapitalisme. Jaringan rantai pasokan (supply chain) aset 
sumber daya mineral seperti Lantung telah didominasi oleh ”the power structure” yang bersifat masif, 
terencana, dan terkesan tidak berpihak pada wong cilik (rakyat kecil) yang bekerja sebagai penambang 
lokal.  Tercatat telah beberapa kali terjadi penggantian pihak yang menguasasi3 pengelola aset sumberdaya 
alam (Lantung). Setidaknya terdapat 13 ribu Sumur Minyak Bumi Tua ditawarkan Kepada KUD (Koperasi 
Unit Desa) dan BUMD (Badan Usaha Milik Desa)4. Munculnya privatisasi5 pengelolaan minyak dan gas 
bumi kepada pihak swasta (asing) disinyalir menimbulkan ketidakadilan dan tidak merataan kemakmuran 
kepada penambang Lantung. Bagaimana akuntabilitas praktek Lantung pada aktivitas penambangan?  
Pertanyaan tersebut menjadi uraian menarik untuk didiskusikan pada artikel ini.  

Kegiatan pengeboran dari waktu ke waktu telah mengalami pasang surut mulai dari sistem 
pengeboran, tenaga kerja, alat, mesin, dan sistem upah, serta harga ”Lantung” itu sendiri. Lantung lekat 
dengan orientasi laba membutuhkan proses akuntabilitas. Akuntabilitas secara luas mencakup beberapa 
kriteria yaitu transparansi, kewajiban, pengendalian, Tanggung jawab, daya tanggap (Anirwan dan 
Irawansyah, 2022; Falah dkk., 2022; Hatta, 2022; Kiun, 2020; Napisa dan Taufiqurachman, 2020; Octisari, 
dkk, 2021; Subroto, 2009). Penelitian dalam bidang akuntansi terkait akuntabilitas telah banyak dilakukan 
misalnya Buanaputra, dkk, 2022; Girei, 2022; Gafur, dkk, 2021; Kastella, 2019; Novianto, dkk, 2020; 
Nikmatuniayah, dkk, 2020; Safira, dkk, 2021; Sutanto dan Hardiningsih, 2021; Witono and Sukoharsono, 
2021). Namun, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai akuntabilitas dan ghost shopping aset 
Lantung dengan pendekatan netnografi. Tujuan utama dari ghost shopping adalah evaluasi kualitas layanan, 
identifikasi kelemahan, peningkatan pelatihan karyawan, dan pembandingan dengan pesaing. 
Akuntabilitas dan ghost shopping dalam industri Lantung bertujuan upaya untuk mengelola sumber daya 
alam dengan bijaksana, menjaga lingkungan, menghormati aspek sosial dan ekonomi, dan meminimalkan 
tindakan korupsi, serta praktik ilegal. Kondisi yang terjadi di lapangan memang berbeda dengan di atas 
kertas, di mana terjadi konflik kepentingan antara penambang dengan agen yang ditunjuk pemerintah. 
Pengelolaan Lantung secara yuridis berada pada PT. Pertamina, namun terdapat pihak yang ditunjuk oleh 
pemerintah misalnya KUD dan BUMD yang bertugas membeli Lantung dari penambang lokal atau pihak-
pihak pengelola tambang.  

Demi memperlancar kegiatan bisnis tersebut, maka akuntansi dibutuhkan sebagai “alat transportasi” 
untuk untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak. Proprietorship theory mengasumsikan bahwa 
pemilik aset akan bertindak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka dari penggunaan sumber 
daya alam yang dimiliki (Afrizal, 2018; Dewanti dan Darmawan, 2022; Bararuallo, 2019; Taufan Maulamin 
dan Sartono, 2021; Akhyar, 2022; Taqiyuddin, 2022). Seiring berkembang pesatnya bisnis yang dikelola, 
pemilik modal (principal) dapat mempercayakan pengelolaan bisnisnya kepada pihak lain (agent). Entity 
theory menganggap bisnis dianggap sebagai entitas yang terpisah dari principal (Chaffee, 2017; 
Risnaningsih, 2017; Efriyenty, 2022). Dalam konteks ini, proses akuntabilitas dilakukan melalui akuntansi. 
Akuntansi mengukur prestasi agent kepada principal melalui laporan keuangan yang memisahkan entitas 
bisnis dari pemiliknya. Sebaliknya dalam agency theory terdapat konflik kepentingan antara principal dan 
agent (Pand and Leepsa, 2017; Piwowarski, 2019; Rohma et al., 2023; Rohma, 2023). Agent (mungkin) 
memiliki insentif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka yang mungkin tidak selalu 

                                                           
1 Lihat https://migas.esdm.go.id/post/read/Sejarah-Penemuan-Minyak-di-Dunia 
2 Lantung adalah sebutan yang familiar bagi para penambang yang diberikan ke minyak bumi (petroleum). Minyak Bumi adalah hasil 

proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk 
aspal, lilin mineral, atau ozokerit,dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau 
endapanhidrokarbon lain yang berbentuk padat (Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi 

3 Lihat SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987; Undang – Undang No. 44 Tahun 1960 Jo 
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1971;  Undang-U ndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan aturan terkait 
migas dapat dilihat pada situs https://www.bpma.go.id/peraturan-dan-kebijakan-perundangan-di-sektor-migas  

4 https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/13-ribu-sumur-minyak-bumi-tua-ditawarkan-kepada-kud-dan-bumd 
5 Makna privatisasi  secara teoritis dibagi menjadi dua yaitu dari perspektif makro ; bermakna sebagai kebijakan yang menggeser 

peran pemerintah dalam ekonomi dan ikut campur tangan pemerintah kepada orintasi pasar dan privatisasi mikro ; dipandang 
perpindahan kepemilikan dan kontrol perusahaan Negara kepada perusahaan privat (swasta). 
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sejalan dengan kepentingan pemilik (Payne and Petrenko, 2019; Moloi dkk., 2020; Rohma, 2022; Rohma & 
Novitasari, 2023). Kepemilikan sumur-sumur Lantung dalam berbagai jenis dan hirarki kepemilikan (baik 
individu maupun kelompok/komunitas/perusahaan) memiliki routine6 pelaporan akuntabilitas.  

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, mencabut monopoli 
pertamina sebagai prinsipal menimbulkan berbagai pajak baru (Sutedi, 2022:23). Lebih lanjut, Sutedi 
(2022:25) menjelaskan bahwa karakteristik sumber daya mineral yang unik, pengusahaannya tidak semua 
dapat dilakukan oleh negara, maka dapat dilimpahkan7 kepada badan hukum swasta atau perorangan 
dalam wilayah hukum pertambangan dengan suatu kuasa pertambangan, kontrak karya, atau perjanjian 
kerjasama. Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua8, masyarakat diberikan izin untuk 
melakukan eksploitasi sumur-sumur Lantung. Masyarakat yang telah menyedot si hitam dari perut bumi 
diharuskan untuk melakukan penyetoran ke pihak pemerintah melalui KUD  atau BUMD yang ditunjuk 
setelah mendapat persetujuan Menteri (apabila pihak kontraktor tidak dapat mengusahakan dan 
memproduksikan Minyak Bumi dari Sumur Tua)9. Hal tersebut membuat para pemilik modal dapat 
dengan leluasa masuk ke dalam bisnis, termasuk yang dikuasai oleh pemerintah (privatisasi). Pada 
akhirnya strategi ghost shopping10 diterapkan dalan industri Lantung dan pemain akan berusahan 
memainkan peran sebagai ghost shopper11.  

Dengan melakukan ghost shopping, Pertamina membuat reciprocal familiarty dan reciprocal dependence12. 
Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 dijelaskan bahwa 
minyak bumi yang telah dikelola warga harus diserahkan kepada Pertamina. Syarat penyetoran Lantung 
kepada Pertamina menjadi sebuah hal yang mutlak. Hal tersebut berdampak terhadap “kesepakatan” 
harga dan imbalan yang diperoleh penambang, ditetapkan oleh BP Migas dan Pertamina Eksplorasi dan 
Produksi (EP). Konflik kepentingan terhadap harga mencuat, misalnya penerbitan SK Mentamben 
No.0714.K/M.PE/88 sangat membebani masyarakat penambang adalah terkait dengan rendahnya imbal 
jasa yang diberikan oleh Pertamina. Imbal jasa yang diterima untuk setiap satu drum yang setara 230 liter 
minyak mentah diberikan imbal jasa oleh Pertamina sebesar Rp. 47.500 (terlalu sedikit) seharusnya setiap 
satu drum minyak mentah diberikan imbal jasa Rp. 100.000 (Hartati dkk 2017:46-47). Persoalan tersebut 
tidak dapat dilepaskan dengan akuntabilitas yang dilakukan oleh agent terhadap harga yang diberikan dari 
pertamina kepada masyarakat. Dalam melakukan konstruksi atas fenomena sosial pada penambang 
Lantung, peneliti menggunakan paradigma interpretif, metode kualitatif dengan pendekatan netnografi 
dalam mencapai tujuan penelitian.  

Paradigma interpretif memberikan ruang bagi peneliti untuk menginterpretasikan dan menganalisis 
data dengan cara yang lebih fleksibel. Pendekatan ini memperbolehkan peneliti untuk mengeksplorasi 
berbagai sudut Pandang dan melibatkan interpretasi mereka sendiri dalam me-mahami fenomena yang 
diteliti. Terkadang, ada aspek dari fenomena yang tidak dapat diukur dengan mudah menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi subjektif, 
kompleksitas hubungan, dan konteks yang sulit diukur secara kuantitatif. Pemilihan metode kualitatif 
memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengeksplorasi perbedaan, kesenjangan, dan 
ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kombinasi pen-dekatan studi pustaka dan netnografi pemahaman 
yang lebih lengkap dan multidimensional ten-tang topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan 
peneliti untuk mengintegrasikan pengetahuan yang telah ada dengan data baru (real time) yang diperoleh 

                                                           
6 Pola aksi yang terungkap dalam sebuah pertunjukan yang bisa jadi dipertontonkan di kesempatan yang berbeda 
7 Pelimpahan hak penguasaan merupakan izin melakukan pertambangan sehingga tidak berarti swasta menjadi pemilik bahan 

tambang yang diusahakan tetapi negara tetap berdaulat atas bahan tambang 
8 Sumur tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diprodukskan serta terletak pada 

lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh 
kontraktor 

9 Lihat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan 
Minyak Bumi Pada Sumur Tua 

10 Ghost Shopping merupakan suatu cara untuk melihat kinerja terutama sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan 
pekerjaan dan pelayanan terhadap konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. 

11 Tugas seorang ghost shopper sendiri adalah berpura-pura menjadi konsumen, kemudian memberi penilaian terhadap pelayanan 
yang diterima, termasuk merekam semua pembicaraan dan juga mencatat nama karyawan dan sebagainya yang dianggap perlu 

12 Dua macam relasi yang harus ada dalam tim agar tim dapat melakukan performance sesuai kesepakatan bersama 
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dari komunitas online, sehingga memperkuat kualitas penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi 
kepada pada pembangunan berkelanjutan dan ekonomi masyarakat lokal. Khususnya akuntabilitas 
pengelolaan aset sumber daya alam (Lantung), kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan hak asasi 
manusia penambang Lantung. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
akuntabilitas aset Lantung yang dikelola oleh penambang (warga desa). 

 
2. TELAAH LITERATUR  
Proprietorship theory 

Proprietorship theory (teori kepemilikan) yang diperkenalkan oleh Charles Ezra Sprague pada tahun 
1908 dalam tulisannya The Philosopy of Account memiliki Pandangan bahwa proprietor (pemilik) merupakan 
pusat kepentingan (Meutia, 2021:19) yang akan dilayani oleh informasi akuntansi (Maulamin and Sartono, 
2021:32). Pelayanan tersebut dapat digambarkan dalam pelaksanaan pencatatan akuntansi dan penyajian 
laporan keuangan. Hal yang wajar proprietorship theory memandang entitas hanyalah merupakan agen atau 
wakil dari pemilik (Efriyenty, 2022:51). Begitu pula dengan stigma bahwa siapa yang memiliki dan 
mengendalikan sumber daya dan organisasi maka dia adalah proprietor. Dalam industri sumber daya 
mineral (Lantung), kepemilikan dapat mencakup negara, perusahaan swasta, atau pemegang saham.  
Tanggung jawab akuntabilitas perusahaan terhadap pihak terkait (seperti masyarakat lokal, pemerintah, 
dan pemegang saham) menjadi penting dalam kerangka teori kepemilikan. Perusahaan memiliki tanggung 
jawab untuk mengelola Lantung dengan transparansi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan 
memberikan manfaat yang adil kepada semua pihak yang terlibat.  
 
Entity theory  

Entity theory (teori entitas) menyatakan bahwa debat pemegang saham/pemangku kepentingan 
tradisional didasarkan pada konsep perusahaan yang sudah ketinggalan zaman (Buckley, 2022). Teori 
entitas menekankan pada konsep kepengelolaan “stewardship” dan pertanggung jawaban “accountabilily” 
(Evayanti, Padnyawati and Hutnaleontina, 2021; Nabila and Hartinah, 2021; Putranto, Fitriani and 
Djuitaningsih, 2022; Yanti and Permatasari, 2020) yang terpisah dari pemiliknya. Dalam teori entitas 
perusahaan dianggap sebagai entitas terpisah yang bertanggung jawab (entitas akuntansi dan entitas 
pelapor) atas tindakan dan keputusan yang diambilnya (Bahri, 2021; Nabila and Hartinah, 2021; 
Rudiantono, 2021). Hal ini berarti entitas yang bergerak dalam industri Lantung harus bertanggung jawab 
atas aktivitas produksi baik secara moral dan hukum atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. 
Konsep akuntabilitas dalam teori entitas melibatkan pelaporan keuangan, pelaporan lingkungan, dan 
pengungkapan sosial sebagai cara untuk memastikan transparansi dan pengawasan terhadap tindakan 
perusahaan. 
 
Agency theory  

Agency theory (teori agensi) berfokus pada hubungan antara pemilik dan agen (Ardini, 2023; Armour, 
Hansmann, and Kraakman, 2017; Panda and Leepsa, 2017) yang bertindak atas nama mereka. Dalam 
industri Lantung, pemilik sumur minyak menugaskan orang lain untuk mengelola aset (sumur minyak) 
mereka. Teori agensi mempertimbangkan potensi konflik kepentingan antara pemilik dan agen (Agata, 
Suhartini and Widoretno, 2021; Indraswono, 2022; Zulni and Taqwa, 2023) serta kendala informasi yang 
mungkin ada. Dalam konteks ghost shopping, teori agensi dapat menjelaskan situasi di mana agen 
(pengelola sumur minyak) melanggar kepercayaan dan kepentingan pemilik dengan tindakan yang tidak 
etis seperti manipulasi laporan produksi minyak atau laporan penjualan.   
 
Akuntabilitas dan Ghost shopping Dalam Industri Lantung 

Dalam tinjauan ini, akan dianalisis akuntabilitas di industri pertambangan mineral dan dilakukan 
penelusuran kasus ghost shopping yang mungkin terjadi. Akuntabilitas dan ghost shopping merupakan dua 
konsep yang berbeda dan dapat memiliki pengaruh terhadap sektor pertambangan mineral. Akuntabilitas 
berarti “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas dalam industri Lantung melibatkan 
pengakuan dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari 
aktivitas mereka. Akuntabilitas adalah konsep yang sangat penting dalam menjaga integritas dan 
keberlanjutan (Sari and Mahyuni, 2020) termasuk pada industri Lantung. Beberapa aspek akuntabilitas 
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yang melibatkan transparansi, pelaporan yang akurat, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku 
yaitu   
1) Transparansi dalam industri pertambangan mineral harus menjaga transparansi dalam pelaporan 

keuangan dan aktivitas operasional mereka. Informasi yang tepat waktu dan akurat harus tersedia 
untuk pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan investor. 

2) Kepatuhan Hukum dalam Industri pertambangan mineral harus mematuhi peraturan dan undang-
undang yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap standar lingkungan, keselamatan kerja, 
dan hak-hak tenaga kerja. 

3) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam perusahaan 
pertambangan mineral harus menjalankan praktik CSR yang bertanggung jawab dengan berkontribusi 
pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Ini termasuk pengelolaan dampak 
lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan hak asasi manusia. 

Puspaningrum (2021:46) menyebutkan bahwa Salah satu metode untuk mengukur kepuasan 
pelanggan dapat menggunakan metode ghost shopping (atau sering disebut juga sebagai mystery shopping). 
Penerapan ghost shopping dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang yang disebut sebagai 
ghost shopper yang berperan sebagai pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan atau pesaing 
(Harmadji dkk., 2022:153; Fahlefi, 2021; Pamekas, 2021:77; Schraven, 2022; Syaputra, 2021). Ghost shopper 
membagikan pengalamannya atas pembelian tersebut dengan melaporkan kelebihan dan kekurangan yang 
ditemukan kepada kepada manajer maupun pemilik perusahaan (Mujib and Saptiningsih, 2021:17; 
Octaviani, 2021). Terkadang ghost shopper dapat melakukan pengamatan dan menilai perusahaan dan 
pesaingnya dalam memberikan pelayanan, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan permasalahan yang 
terjadi. Ghost shopping merujuk pada praktik korupsi di mana perusahaan pertambangan mineral 
melakukan pembelian fiktif atau menginflasi biaya pembelian dengan tujuan untuk menyembunyikan 
praktik penyuapan atau penggelapan dana. Perusahaan berpura-pura menjalankan operasi yang adil dan 
bertanggung jawab saat diawasi, tetapi sebenarnya melakukan pelanggaran. Kasus ghost shopping 
menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas di industri ini. Beberapa faktor yang 
dapat mendorong terjadinya kasus ghost shopping antara lain: 
1)  Kurangnya Transparansi terjadi apabila perusahaan pertambangan mineral tidak menjaga transparansi 

dalam pelaporan keuangan, sulit bagi pihak yang berwenang untuk mendeteksi kasus ghost shopping 
yang mungkin terjadi. 

2) Lemahnya Pengawasan terjadi Jika sistem pengawasan internal dan eksternal tidak memadai, risiko 
praktik ghost shopping dapat meningkat. Kurangnya pemisahan tugas, lemahnya audit internal, dan 
kolusi internal dapat memberikan celah bagi praktik korupsi. 

3) Kurangnya Penegakan Hukum dapat terjadi ketika peraturan dan undang-undang yang berkaitan 
dengan praktik ghost shopping tidak ditegakkan dengan tegas, maka perusahaan mungkin merasa bebas 
untuk terlibat dalam tindakan tersebut tanpa takut akan konsekuensi hukum 
 
Hubungan antara akuntabilitas dan ghost shopper terletak pada penggunaan ghost shopper sebagai alat 

untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas dalam layanan pelanggan. Penugasan ghost shopper oleh 
perusahaan, dapat menghasilkan wawasan yang objektif mengenai bagaimana layanan mereka diberikan 
kepada pelanggan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menilai kepatuhan terhadap standar layanan 
yang ditetapkan, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang 
diperlukan. Dengan mengintegrasikan ghost shopper ke dalam strategi akuntabilitas mereka, perusahaan 
dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam operasi 
mereka, serta meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan dapat 
meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki kelemahan, dan menjaga akuntabilitas dalam memberikan 
nilai tambah kepada pelanggan. 

 
3. METODE PENELITIAN 

Burrell and Morgan (2017) pemetaan paradigma, dikelompokkan menjadi empat paradigma, salah 
satunya adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif telah banyak diaplikasikan ke dalam 
pengembangan riset Akuntansi, diantaranya pada penelitian Djamhuri  2011); Diamastuti (2015); 
Munidewi and Pradipa (2022); Sambharakreshna (2021); Setiawan (2022); Sriwinarti, dkk (2022).  
Paradigma ini memungkinkan penggunaan pendekatan interdisipliner dan campuran (mixed methods) 
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untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena sosial. Penggunaan metode 
kualitatif sejalan dengan paradigma interpretif. Metode kualitatif menggunakan logika induktif (Cresswell, 
2014). Desain penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai metode dalam penelitian, karena desainnya 
dijabarkan secara komprehensif yang mudah untuk dipahami oleh kalangan peneliti dan akademisi (Fadli, 
2021). Darmalaksana (2020) berpendapat bahwa fokus metode penelitian kualitatif, hal ini dapat 
dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka (Cawelti, 1969) dan studi lapangan (Eberhardt and 
Thomas, 1991). Penelitian ini dilakukan dari tahun 2020-2023 dan berfokus pada komunitas Lantung (online) 
yang berada di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegero Provinsi Jawa Timur dan Blok 
Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah-Indonesia. Pemilihan kedua tempat tersebut untuk 
memberikan pemahaman mendalam mengenai budaya pengelolaan Lantung di Indonesia.  

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang memadukan pendekatan studi pustaka dan netnografi. 
Kombinasi kedua pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik 
yang diteliti. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memahami konteks teoretis dan penelitian 
terkait yang telah ada sebelumnya. Netnografi merupakan pengembangan dari etnografi dengan 
melakukan penelitian antropologi melalui internet. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan 
etnografi, terdapat langkah-langkah penelitian etnografi. Langkah-langkah tersebut dikenal sebagai 12 
langkah maju bertahap, antara lain ; 1) Menetapkan Seorang Informan, 2) Mewawancarai Seorang 
Informan, 3) Membuat Catatan Etnografis, 4) Mengajukan Pertanyaan Deskriptif, 5) Melakukan Analisis 
Wawancara Etnografi, 6) Membuat Analisis Domain, 7) Mengajukan Pertanyaan Struktural, 8) Membuat 
Analisis Taksonomi, 9) Mengajukan Pertanyaan Kontras, 10) Analisis komponen, 11) Menemukan Tema-
tema Budaya, 12) Menulis Sebuah Etnografi 

Netnografi mempunyai perbedaan dengan etnografi tradisional (termasuk metode lainnya). Menurut 
Kozinets (2010:59) ciri khas netnografi adalah mengganti studi lapangan dengan komunikasi berbasis 
komputer khususnya melalui internet. Data dikumpulkan dengan cara bergabung ke dalam komunitas di 
internet dan melakukan pengamatan partisipatif. Hal senada didukung oleh Bakry (2017) netnografi13 tidak 
hanya terkait observasi-berpartisipasi (di mana data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan) tetapi 
juga dilakukan secara online. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian 
netnografi : 1) Menentukan Tujuan Penelitian, 2) Tentukan tujuan penelitian. 3) Pilih Komunitas Online. 4) 
Pengamatan Pasif, 4) Identifikasi Peran dan Identitas, 5) Analisis peran dan identitas yang dimiliki oleh 
anggota komunitas online. 6) Observasi Aktif, 7) Pengumpulan Data, 8) Analisis Data, 9) Interpretasi dan 
Kesimpulan, 10) Validasi dan Triangulasi, 11) Penyajian Hasil. Itulah langkah-langkah umum dalam 
melakukan penelitian netnografi. Namun, penting juga untuk menyesuaikan langkah-langkah ini dengan 
konteks penelitian.  

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui informan dalam akun individu/komunitasnya (forum 
diskusi, media sosial, atau grup onlineNetnografi dinilai tepat untuk melacak makna yang seutuhnya, 
mengapa suatu peristiwa terjadi dan konteks peristriwa tersebut melalui dunia maya (internet). Jumlah 
Pengguna internet global tembus 5,16 Miliar pengguna pada Januari 202314 Pengguna internet di Indonesia 
pada awal tahun 2023 telah mencapai 212,9 Juta pengguna15. Hal tersebut membuat netnografi lebih efisien 
ketika dimanfaatkan dalam penelitian karena dimediasi melalui internet. Pemilihan komunitas online 
sebagai sebuah unit analisis harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan (Kozinets, 2010:89) sebagai 
berikut: Relevan, mereka berhubungan dengan fokus penelitian Anda dan pertanyaanpertanyaan, aktif, 
mereka memiliki komunikasi terbaru dan teratur, interaktif, mereka memiliki aliran komunikasi antar 
anggota, substansial, mereka memiliki massa kritis komunikator dan perasaan energik, heterogen, mereka 
memiliki sejumlah anggota yang berbeda, data yang kaya, menawarkan data yang lebih rinci atau 
deskriptif yang kaya. 

Dalam penelitian ini, menggunakan media instagram (97,38 Juta Pengguna16 Instagram di Indonesia 
pada Oktober 2022) dan youtube (139 juta pengguna17 pada Februari 2023). Peneliti memilih 

                                                           
13 Nama lain etnografi seperti netnografi virtual, webnografi, etnografi digital, dan antropologi maya (cyberanthropology) 
14 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/jumlah-pengguna-internet-global-tembus-516-miliar-orang-pada-

januari-2023 
15 https://tekno.kompas.com/read/2023/02/13/19300087/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-212-9-juta-di-awal-2023?page=all 
16 https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-miliki-9738-juta-pengguna-instagram-pada-oktober-2022 
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subjek/informan penelitian pada media instagram adalah hardyndrillingoilgas karena dinilai mampu 
memberikan pemahaman mengenai bisnis pengeboran minyak dan gas. Pemilihan informan untuk 
komunitas Lantung di youtube disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dapat memberikan peneliti 
terkait data terkait Lantung. Adapun pengambilan video melalui media sosial/internet untuk 
menggantikan observasi langsung dapat dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh Llewellyn and 
Hindmarsh (2010:141)  

“The database and methodology we have employed the detailed analysis of real-life video recordings 
of retail shoppers, and salespeople’s own evident interactional practice – provide perhaps the only way the 
subtle conduct and largely tacit, constitutive communicative process we examine could ever be captured 
and properly appreciated” (Koleksi data dan metodologi yang kami gunakan dalam analisis mendetail 
berasal dari rekaman video kehidupan nyata pembeli toko, dan praktik yang sesungguhnya   diperoleh 
melalui interaksi dengan tenaga penjualan – hal tersebut satu-satunya cara memperoleh perilaku yang 
alamiah dan sebagian besar dilakukan secara diam-diam, kami memeriksa kembali proses komunikatif 
yang penting yang pernah direkam dan disimpan dengan baik) 

Hal tersebut mendukung penggunaan pendekatan netnografi dalam memahami fenomena/objek yang 
diteliti. Terdapat beberapa skenario penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dan 
netnografi. Pada studi pustaka terdapat empat tahap yaitu; 1) menyiapkan perlengkapan alat yang 
diperlukan, 2)    menyiapkan bibliografi kerja, 3) mengorganisasikan waktu dan 4) membaca atau mencatat 
bahan  penelitian (Adlini dkk., 2022). Sebagaimana etnografi konvensional, penelitian netnografi mencakup 
juga prosedur yang terdiri dari enam tahap, yakni; 1) perencanaan penelitian, 2) entry, 3) pengumpulan 
data, 4) interpretasi, 5) berpegang pada standar etis, dan 6) representasi (Bakry, 2017; dan Kozinets, 2010). 
Tahapan penelitian Netnografi tidak berbeda dengan prosedur yang harus dilewati dalam riset kualitatif 
konvensional (Pratama, 2017). Kolaborasi antara studi pustaka dan netnografi membantu peneliti 
memperoleh pemahaman holistik tentang topik yang diteliti. Dengan demikian, netnografi dapat 
membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi celah penelitian (gap 
research). 

 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Khusus di daerah Jawa Timur, terdapat beberapa daerah yang menjadi spot untuk mendapatkan si 
Lantung, di daerah Sukowati, Gayam, dan Cepu. Lokasi Lantung di Kabupaten Bojonegoro sendiri terdapat 
di Kecamatan Kedewan. Kecamatan Kedewan memiliki 4 (empat) desa penghasil minyak yang dikelola 
secara tradisional, salah satunya adalah desa Wonocolo. Kansas Wonocolo menjadi satu-satunya tambang 
minyak tradisional peninggalan belanda yang masih beroperasi18. Jumlah sumur di Kecamatan Kedewan 
mencapai ratusan lebih telah berlangsung lama mulai dari kegiatan penambangan secara tradisional 
hingga penyulingannya19. Pasokan Lantung (baca minyak bumi) merupakan input vital dalam proses 
produksi industri, terutama untuk menghasilkan listrik, menjalankan mesin produksi, dan mengangkut 
hasil produksi ke pasar (Nizar, 2012). Pengelolaan sumur-sumur tua yang terkandung Lantung merupakan 
sumur yang telah dinyatakan telah habis kandungannya. Fakta di lapangan tidak demikian adanya, 
Puluhan sumur tua20 yang ternyata masih menandakan adanya riak kehidupan ditandai dengan masih 

                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
17 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-youtube-di-indonesia-peringkat-keempat-terbanyak-di-

dunia-pada-awal-
2023#:~:text=Berikutnya%2C%20di%20peringkat%20keempat%20ada,Youtube%20mencapai%20139%20juta%20pengguna. 

18 https://www.youtube.com/watch?v=vc_HQKIhzCM 
19 Kholis, Nur. 2010. Pertambangan minyak rakyat perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta 
20 Sumur Tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan 

yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja pada kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor (Undang-
Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) 
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menyemburkan Lantung21 dari perut bumi. Mayoritas kegiatan eksploitasi masih dilakukan oleh 
masyarakat dengan metode tradisional22.  

 

 
                     Gambar 1. Contoh Proses Kegiatan Eksploitasi Lantung Dengan Metode Tradisional 

Sumber : Peneliti, 2023 (Data diolah)23 
 

Proses penyulingan Lantung (minyak mentah) hingga siap dijual. Pertama-tama Lantung dimasukkan ke 
dalam tempat penampungan khusus, lalu dimasak. Kemudian disulin untuk mendapatkan bahan bakan 
yang diinginkan misalnya solar. Sebagai ilustrasi proses pembakaran 1 ½ (satu setengah) drum solar 
menjadi 1 (satu) drum solar dengan waktu pembakaran berjam-jam (bahkan pembakaran dari jam 7 
sampai jam 12.30 belum selesai untuk satu drum setengah)24. Hasil penyulingan selanjutnya sudah dapat 
digunakan pada kendaraan, namun masih memerlukan proses lebih lanjut agar tidak merusak mesin. 
Berbeda dengan penambang yang berada di desa Ledok Kabupaten Cepu (tepatnya Blok Cepu) Kabupaten 
Blora Provinsi Jawa Tengah-Indonesia yang lebih modern dan terorganisir25. Dari status story yang 
diposting oleh hardyndrillingoilgas memberikan realitas yang terjadi di lapangan bahwa terdapat 
penambang yang tidak berizin terjaring razia. Agar dapat menjalankan usaha Lantung dibutuhkan izin dan 
dokumen pendukung yang harus dipenuhi (lihat gambar 2). Jumlah produksi lantung yang dikelola har-
dyndrillingoilgas tidak menentu jumlahnya. Dalam sebuah diskusi pada kolom komentar dikatakan bahwa 
jumlah produksi per hari adalah “rata-rata 1-2 ton.. kadang lebih, kadang berkurang. Sumur sifatnya vola-
tilitas”.  
 

                                                           
21 Lantung merupakan sebutan warga setempat atas minyak bumi yang diperoleh atau disemburkan dari perut bumi 
22 Proses lengkapnya dapat dilihat pada kanal youtube https://www.youtube.com/watch?v=sBsk_2HBIKQ dan  

https://www.youtube.com/watch?v=zDAkuiJJTQQ 
23 Gambar 1 (kiri) https://regional.kompas.com/image/2016/09/15/11450011/menguras.untung.dari.sumur.lantung.?page=1 

Gambar 2 (tengah) https://regional.kompas.com/image/2016/09/15/11450011/menguras.untung.dari.sumur.lantung.?page=2 
Gambar 3 (kanan) https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/737-teksas-wonocolo 

24 Proses lengkapnya dapat dilihat pada kanal youtube https://www.youtube.com/watch?v=EnoWQhl3ZC4 
25 https://www.youtube.com/watch?v=Xrl-a3TvnAI dan https://www.youtube.com/watch?v=z3DsPGvXv0Y 

https://www.instagram.com/hardyndrillingoilgas/
https://www.instagram.com/hardyndrillingoilgas/
https://www.instagram.com/hardyndrillingoilgas/
https://www.youtube.com/watch?v=sBsk_2HBIKQ
https://regional.kompas.com/image/2016/09/15/11450011/menguras.untung.dari.sumur.lantung.?page=1
https://regional.kompas.com/image/2016/09/15/11450011/menguras.untung.dari.sumur.lantung.?page=2
https://www.youtube.com/watch?v=Xrl-a3TvnAI
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Gambar 2. Aktivitas pengelolaan Lantung yang memiliki izin 

Sumber : Instagram hardyndrillingoilgas (2023) 
 

Dalam proses penyulingan tetap harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan 
kebakaran. Insiden kebakaran pernah terjadi kebakaran  di desa Wonocolo pada hari jumat, 04 Agustus 
2020. Hasil pengeboran yang dilakukan penyulingan disetor kepada pertamina. Namun, Realitas di 
lapangan, terjadi konflik kepentingan. Proses penjual hasil pengeboran-penyulingan sebagian diberikan 
kepada warga dan sebagian kepada pertamina26. Penambang menilai bahwa sumur tua yang berisi Lantung 
merupakan peninggalan Belanda. Di mana peninggalan sumur-sumur tua tersebut sebanyak 13.824 sumur 
dan diantaranya 745 sumur masih aktif (Yudhanto, 2011). Setelah ditinggalkan oleh Belanda, sumur-sumur 
tersebut beralih kepemilikannya menjadi milik bersama warga desa dan telah dikelola dari berbagai 
generasi ke generasi. Di pihak lain, Pertamina sebagai penguasa27 sebagai yuridis, yakni pemegang urat 
izin pengelola minyak, menganggap kegiatan tersebut tidak sesuai aturan. Merujuk pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi bahwa : Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan 
usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau 
Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Siddiqoh (2015) memaparkan bahwa 
ketidakpuasan penambang Lantung terletak pada harga (imbalan jasa angkut dan jasa ungkit) yang 
ditetapkan oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Bagosasono.  

Imbal jasa yang diterima untuk setiap satu drum yang setara 230 liter minyak mentah diberikan imbal 
jasa oleh Pertamina sebesar Rp. 47.500 (terlalu sedikit) seharusnya setiap satu drum minyak mentah 
diberikan imbal jasa Rp. 100.000 (Hartati, Kussujainatun, dan Marita, 2017:46-47). Penyelesaikan masalah 
pengelolaan spot (sumur) Lantung dilakukan pengaturan melalui Surat Keputusan Menteri Pertambangan 
dan energi Nomor 0714.K/M.PE/88, di mana masyarakat diberikan izin untuk melakukan eksploitasi 
tetapi legitimasi pengelolaan tidak lagi dikuasai oleh kepala desa. Tidak sampai disitu, Yudhanto (2011) 
menjelaskan perubahan tata kelola sumur tua melipiti penentuan kebijakan terkait dengan proses produksi 
dan pemasaran, upah, distribusi hasil penambangan, dan akses sumur. Hal tersebut memberikan 
kebebasan dan mengedepankan akuntabilitas bagi semua pihak. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh 
oknum pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di kios - kios bensin di luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum (SPBU) tanpa izin termasuk hal yang dilarang. Terdapat sanksi yang menjerat pelakunya dapat 
temui dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Badan Usaha yang ditunjuk memperoleh izin usaha untuk Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan 
dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 20).  

                                                           
26 https://www.youtube.com/watch?v=xapzTrLjVD0 menit ke 05:58 s.d 06.11 
27 Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mencabut monopoli pertamina sebagai prinsipal 

https://www.youtube.com/watch?v=xapzTrLjVD0
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Kepentingan utama para penambang adalah mengenai tuntuntan “kelayakan harga” atas jerih payah 
mereka. Permasalahan yang menjadi runcing ketika berbicara harga di mana harga ditentukan oleh 
kualitas minyak yang diproduksi oleh penambang. Secara mekanis, para penambang memiliki sebidang 
tanah atau menyewa tanah dari pemiliknya. Para penambang melakukan kegiatan pengeboran dengan 
metode tertentu. Kemudian Lantung yang diperoleh diolah oleh para penambang melalui proses 
pembakaran, lalu hasil pembakaran itu disulin menghasilkan Lantung (upturn, bensin, solar, minyak tanah 
hingga oli). Lantung yang dihasilkan oleh penambang diwajibkan disetor (dijual) kepada PT. Pertamina 
melalui Koperasi Unit Desa (KUD)yang ditunjuk, kemudian antara penambang dan Koperasi Unit Desa 
terjadi bagi hasil. Untuk menjelaskan mekanisme harga Lantung dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
                           Gambar 3. Mekanisme Penetapan Harga Lantung (Minyak Bumi) 

Sumber : Peneliti, 2020 (Data Diolah)  
 
 

Ghost shopping 28 adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 
sebuah perusahaan, dengan mempekerjakan orang lain sebagai ghost shopper. Pada kasus Lantung ini yang 
ditugaskan sebagai ghost shopper adalah perkumpulan/Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi Unit Desa.  
Mayoritas yang menggunakan strategi ghost shopping adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
pelayanan. Namun, pada industri Lantung, strategi ghost shopping digunakan untuk memastikan kualitas 
sumber daya manusia penambang Lantung di Desa wonocolo. Tujuannya adalah memperoleh hasil 
Lantung yang sesuai dengan standar yang diinginkan.  Tugas seorang ghost shopper sendiri adalah menjadi 
konsumen (fiktif), kemudian memberi penilaian terhadap pelayanan yang diterima, termasuk merekam 
semua pembicaraan dan juga mencatat nama karyawan dan sebagainya yang dianggap perlu. Dengan 
melakukan Ghost shopping Pertamina membuat reciprocal familiarty dan  reciprocal dependence29. Selanjutnya 
PT. Pertamina bekerjasama (baca memperkerjakan karyawan) dengan  Koperasi Unit Desa sebagai ghost 
shopper yang memiliki tugas utama membeli Lantung dari para penambang dengan sejumlah nominal pada 
harga produk yang dibanderol.  
 
Masyarakat (Penambang Lantung) dan kelangsungan hidup 

Kontur tanah Desa Wonocolo adalah jenis tanah kering. Tidak banyak tanah yang bisa digarap 
menjadi sawah yang dapat ditanami padi layaknya sawah di daerah Kabupaten Bojonegoro pada 

                                                           
28 Ghost shopping merupakan suatu cara untuk melihat kinerja terutama sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan 

pekerjaan dan pelayanan terhadap konsumen. 
29 Dua macam relasi yang harus ada dalam tim agar tim dapat melakukan performance sesuai kesepakatan bersama  

https://erudisi.com/strategi-ghost-shopping-pekerjaan-yang-tak-terlihat/
https://erudisi.com/strategi-ghost-shopping-pekerjaan-yang-tak-terlihat/
https://erudisi.com/strategi-ghost-shopping-pekerjaan-yang-tak-terlihat/
https://erudisi.com/strategi-ghost-shopping-pekerjaan-yang-tak-terlihat/
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umumnya. Hal tersebut menjadikannya sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian yang dapat diolah 
dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat adalah sumur-sumur tua yang menghasilkan Lantung. Keberadaan 
Lantung ini di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro memberikan dampak bagi perekonomian bagi 
masyarakat dan telah berlangsung lama, Sehingga sangat bergantung pada sumur minyak tua tersebut. 
Mereka tetap melakukan penyulingan secara mandiri dan menjual minyak pada selain Pertamina. Menurut 
Siddiqoh (2016 : 18) menjelaskan bahwa sifat keras kepala ini dimaksudkan hanya untuk mempertahankan 
kelangsungan hidup masyarakat penambang. 
 
Menjawab Akuntabilitas Perkumpulan, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan KUD (Koperasi Unit 
Desa) 

Akuntabilitas akan menjawab pertanyaan siapa (who) yang berakuntabel, kepada siapa (To whom), 
bagaimana (How) dan untuk apa (For what) akuntabilitas dilakukan. Pembahasan mengenai akuntabilitas 
dalam akuntansi pada umumnya dikaitkan dengan pertanggungjawaban, perbedaan dari keduanya 
terletak pada sisi waktu dan kepada siapa akuntabilitas atau pertanggungjawaban ditujukan. Hal ini dapat 
diwujudkan dengan akuntansi sebagai alatnya. Kendati menghadapi berbagai polemik konflik 
kepentingan antara penambang Lantung dan Perusahaan (Pertamina), pihak perkumpulan, BUMD, atau 
KUD tidak terlepas dari kepentingan keduanya. Karena eksistensi pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD 
ditentukan oleh keharmoninasan antara penambang Lantung dan Perusahaan (Pertamina). Oleh karena itu, 
pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD (baca berperan sebagai aktor) tentunya berusaha memaksimalkan 
penampilannya sebagai aktor. 

Pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD bertindak sebagai aktor kunci. Dalam kasus penetapan harga 
Lantung yang berinteraksi dengan pihak yang saling memiliki kepentingan yang sama, yakni pertamina 
dan penambang Lantung. Ketika pihak-pihak berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri 
yang diterima oleh pihak lain. Upaya itu merupakan “pengelolaan kesan” (impression management), yakni 
teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk 
mencapai tujuan tertentu. Tentu ada rahasia? Tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh keyakinan 
bahwa pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD dapat “dipercaya” oleh penonton yakni mitranya 
(Pertamina), masyarakat (termasuk penambang Lantung), dan pemerintah.  Pihak perkumpulan, BUMD, 
atau KUD mengambil berbagai langkah untuk mengamankan posisinya dari berbagai ancaman sekaligus 
mempertahankan “kuasa” yang dimilikinya. Di mana pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD di 
Bojonegoro memiliki kuasa atas pembelian Lantung dari penambang dan memperoleh bagian berupa fee 
dari hasil pembelian tersebut. Dapat digambarkan sebagai berikut : 

                       
 
                                                   Gambar 4. Transaksi Jual Beli Lantung 

                                                        Sumber : Peneliti, 2023 (Data diolah) 
 
Pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD dalam melakukan Performance berupaya meyakinkan para 

penonton untuk tetap fokus dengan penampilan yang disajikan, bagaimana caranya ? dengan akuntansi, 
mengapa demikian? Itu pertanyaan yang muncul. Seperti yang dijelaskan sebelumnya akuntansi bukan 
hanya berbicara hanya output (laporan keuangan) semata tetapi juga proses interaksi antara manusia yang 
di dalamnya terdapat realitas. Realitas tersebut memiliki banyak makna oleh penonton, oleh karena itu, 
akuntansi hadir untuk mempersamakan realitas yang ada. Mulawarman (2014) memaparkan bahwa 
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akuntansi secara umum (hampir) selalu dikonotasikan sebagai “alat” pencatatan lalu lintas uang serta 
penyampai informasi keuangan di ranah aktivitas bisnis. Konotasi itu juga tidak lepas dari pemahaman 
akademisi akuntansi, entah itu memang sudah menjadi “common platform” atau terjadi “miskonsepsi”, hal ini 
pasti akan menjadi perdebatan yang tidak akan ada ujung pangkalnya. 

Pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD sebagai bagian dari pemerintahan sekaligus sebagai badan 
usaha yang boleh dikatakan merupakan asimilasi yang menghasilkan sebuah perpaduan sosiokapitalis. 
Untuk  itu pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD harus melakukan pertangggung jawaban kepada para 
penonton dan pihak lainnya terkait denga performance yang dilakukannya, guna menjaga ketertiban umum 
dan memfasilitasi tindakan kolektif (Stoker, 1998 dalam Sayidah, 2017:1). Hal itu biasa dimahfuni dengan 
sebutan governance yang lebih luas daripada government (Carrington Dkk, 2008 dalam Sayidah, 2017:1) yang 
memiliki tiga dimensi yaitu otoritas, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Proses pendelegasian 
otoritas atau wewenang dalam pengambilan keputusan akan menunjukkan untuk siap (for whom), dan 
dengan sumber daya apa (with what resources) suatu keputusan dibuat. Jawaban atas pertanyaan untuk 
siapa dan oleh siapa keputusan tergantung pada konstitusi yang ada. Sementara peruntukan untuk siapa 
akuntabilitas dibutuhkan sumber daya30. Mekanisme akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting dalam 
governance.  

Untuk memberikan gambaran mengenai akuntanbilitas, peneliti menawarkan Ideal - typical forms of 
accountability matrix yang diadopsi dari Ritchie dan Richardson (2000 : 454 ) lihat gambar 4. Dari penelitian 
yang dilakukan (Dixon, Ritchie and Siwale, 2006) dapat diadopsi ke dalam akuntabilitas Lantung sehingga 
para “penonton” dapat diyakinkan bahwa “performance” dari pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD  tidak 
terganggu dan dapat melakukannya secara berkelanjutan.  Dari gambar 4 terlihat bahwa tipe 1 pihak 
pertamina, perkumpulan, BUMD, atau KUD menjadi pusat dari kegiatan akuntabilitas, sehingga 
memerlukan akuntansi sebagai alat untuk menampilkan akuntabilitas untuk memberikan 
pertanggungjawaban kepada Negara. Tipe 2 sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah 
(Tipe 1). Tipe 3 merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pihak yang berada pada tipe 2. 
Orang atau tim yang berada di tipe 2 tidak dapat berhubungan langsung dengan tipe 4. Selanjutnya tipe 2 
menjadi pusat atau pemeran utama dalam artikel ini yakni akuntabilitas “aset Lantung” yang pada 
muaranya menghasilkan laba bagi desa yang aktornya merupakan tim yang berada di tipe 1.  

 

           
                                                       Gambar 5. Matriks Akuntabilitas Lantung  

Sumber : Peneliti, 2023 (Data Diolah) 
 
Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai praktek akuntabilitas mengisyaratkan perusahaan 

mengambil berbagai langkah untuk mengamankan posisinya dari berbagai ancaman sekaligus 
mempertahankan “kuasa” yang dimilikinya. Strategi ghost shopping oleh perusahaan membuahkan hasil 
terhadap penetapan harga Lantung. Pemaknaan teori keagenan sebagai sebuah drama pertunjukan 
akuntabilitas, berupaya menyuguhkan nilai-nilai kapitalis kepada para pe-nonton untuk tetap fokus pada 
penampilan akuntabilitas yang disajikan melalui laporan keuangan (produk akuntansi). Akhirnya  nilai-

                                                           
30 Akuntabilitas dalam akuntansi pada umumnya dikaitkan dengan pertanggungjawaban bahkan sering digunakan sebagai sinonim 

secara bergantian dan bersama – sama. Adapun sedikit perbedaan dari keduanya terletak dari sisi waktu dan kepada siapa 
akuntabilitas atau pertanggungjawaban ditujukan. 
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nilai kapitaslis (kembali) mem-berikan legitimasi kepada pada pengambil keputusan untuk berpijak pada 
nilai-nilai kapitalis tersebut 
5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 Akuntabilitas sangat penting dalam industri sumber daya mineral untuk memastikan transparansi 
dan integritas dalam pengelolaan lantung. Perusahaan lantung memiliki tanggung jawab secara so-sial dan 
lingkungan dengan melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Menjaga akunt-abilitas dalam 
industri lantung merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. 
Dengan meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, melibatkan masyarakat, dan menegakkan 
hukum secara adil, serta menekan praktik ghost shopping sehingga industri lantung dapat beroperasi 
dengan integritas yang lebih baik. Penelitian ini mem-berikan pemahaman mengenai kontruksi 
akuntabilitas dan ghost shopping terkait pengelolaan aset sumber daya alam (lantung). Penelitian ini juga 
berkontribusi terhadap usaha peningkatan ekonomi masyarakat lokal, kesejahteraan masyarakat, dan 
pemenuhan hak asasi manusia penambang. Keterbatasan penelitian ini berkaitan alternatif metode atau 
pendekatan penelitian lainnya mung-kin diperlukan untuk memahami akuntabilitas dalam pengelolaan 
aset sumber daya alam. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan alternatif metode atau 
pendekatan penelitian lainnya mungkin diperlukan untuk memahami akuntabilitas dalam pengelolaan 
aset sumber daya alam misalnya melakukan studi lapangan dan menguji aspek yang lebih luas dari 
akuntabilitas dengan meneliti pada sektor lain seperti LSM keuangan mikro yang lebih relasional.  
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